
ABSTRAK 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang demokratis. Meskipun telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
91/PUU-XVIII/2020 pengaturan partisipasi masyarakat belum memberikan 
jaminan terhadap terlaksananya meaningful participation. Putusan tersebut 
kemudian menjadi titik penting dalam perkembangan hukum pembentukan 
peraturan perundang-undangan dengan merumuskan standar konstitusional 
meaningful participation. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) 
pengaturan dan implementasi prinsip meaningful participation dalam 
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebelum dan sesudah 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020; serta (2) implikasi 
yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap 
perkembangan prinsip meaningful participation dalam sistem legislasi nasional. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedua rumusan masalah tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan 
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus 
(case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Spesifikasi 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data penelitian berupa data 
sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian 
dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis normatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
91/PUU-XVIII/2020 memperkuat pengaturan prinsip meaningful participation 
melalui perumusan tiga prasyarat, yaitu right to be heard, right to be considered, 
dan right to be explained, yang kemudian diakomodasi dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi 
berbagai kendala, antara lain belum optimalnya keterbukaan informasi legislasi, 
mekanisme tindak lanjut terhadap masukan masyarakat, serta belum adanya 
standar waktu minimum partisipasi publik. Selain memperkuat standar normatif, 
putusan tersebut juga meningkatkan konsekuensi yuridis terhadap proses 
pembentukan undang-undang melalui penguatan pengujian formil sebagai 
mekanisme kontrol konstitusional. Dengan demikian, Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merupakan pilar penting dalam 
perkembangan prinsip meaningful participation yang mendorong terwujudnya 
sistem legislasi nasional yang lebih demokratis, partisipatif, dan konstitusional. 
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